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Nomor - 16 K/TUN/2004.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHEHKXKAMAH AGUNG
memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat

wasasi telah mengambil putusan sebagai berikut

1. 8T R A T, Kewarganegaraan Indo-
nesia, Pekerjaan Swasta, berala-
mat Jalan Dukuh Kupang XX/s5,
Kelurahan Dukuh Kupang, Xecamatan
Dukuh Pakis, Kota Surabaya ;

2. ABDUL MATTE, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Swasta,
beralamat Jalan Dukuh Kupang XX/
55, Kelurahan Dukuh Kupang, Keca-

matan Dukuh Pakis Kota

i

[}

ura-
baya ;

3.8 0 0 K I N Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Swasta,
beralamat Jalan Dukuh Kupang
XX/55, Kelurahan Dukuh Kupang,
Kecamatan Dukuh Pakis, Kota
Surabaya ;

4. SENIMIN, Kewarganegaraan Indone-
sia, Pekerjaan Swasta, beralamat
Jalan Dukuh Kupang XX/55, Kelu-
rahan Dukuh Kupang, Kecamatan

Dukuh .......
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pukuh Pakis,; Kota Surabaya ;

SEGRER, Kewarganegaraal Indonesia,

Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan

Dukuh Kupang XX/55, Kelurahan

Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh

pakis, Kota Surabaya ;

SUPARMAN, Kewarganegaraan Indone-

sia, Pekerjaan Swasta, beralamat

Jalan Dukuh Kupang XX/55, Kelu-

rahan Dukuh Kupang, Kecamatan

Dukuh Pakis, Kota Surabaya ;

SUPRIADI, Kewarganegaraall Indone-

sia, Pekerjaan Swasta, beralamat

Jalan Dukuh Kupang XX/55, Kelu-

rahan Dukuh Kupang, Kecamatan

pukuh Pakis, ¥ota Surabaya ;

SAMAN, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan 3wasta, beralamat Jalan

Dukuh Kupang XX/55, Kelurahan

Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh

Pakis, Kota Surabaya, dalam hal

ini memberi kuasa kepada :

1. Muh. Tahir, SH.

2. Moh. Muzayin, SH. Kkeduanya
Warganegara Indonesia, Peker-
jaan Pengagara & Penasehat
Hukum pada Lembaga Bantuan
Hukum Pengabdian berkanter di

Perum Pabean Asri F.30, B&8e-

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



dati-Sidoarjo berdasarkan Su-

rat Xuasa Khusus tanggal 21

Oktober 2003 No, 02/TUN/03 ;
Para Pemchon Kasasi, dahulu Para
Penggugat/Pembanding ;

melawanmn :

KEPALA DINAS POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA, berkedudu-
kan di Jalan Jaksa Agung Suprapto
No. & Surabaya ;
Termohon Kasgasgi, dahulu Tergugat/
Terbanding ;
Mahkamah Agung tersebub ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut
ternyata bahwa sekarang Para Pemchon Kasasl sebagal
Para Penggugat rtelah menggugat sekarang Termohon
Kasasi sebagail Tergugat dimuka persidangan Penga-
dilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas
i dalil
i Bahwa pada tahun 1980 dangan persetujuan
§ Ketua RW dan Lurah Dukuh EKupang, Kecamatan Dukuh
Pakis, Pemerintah Kota Surabaya, Para Penggugat
i telah menghuni dan mendirikan rumah diatas tanah
i terlantar tempat pembuangan sampah terletak di
- Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya bekas Hak Sewa
vang berakhir masa berlakunya pada tahun 1985 (Vide
Surat Keputusan Hak Sewa No. 1BB.45/2024/411 .53/82

i tertanggal 22 Juni 1982) ;

Rl TTT TR
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Bahwa pada saat Para Penggugat mendirikan
rumah kemudian menghuninya tiada se&orangpun yang
melarang dan atau mempersocalkan serta mengakui
sebagai yang berhak atas tanah tersebut, demikian
juga baik Pemerintah Kota Surabaya maupun Instansi
Pertanahan sama sekali tidak melarang dan/atau
memperscalkannya ;

Bahwa kemudian pada tahun 19%3 tepatnya
ialah pada tanggal 17 Nopember 1933 Para Penggugat
mendapat panggilan dari Kepolisian Resor Kota
Surabaya Selatan, dan diperiksa sebagai tersangka
penyerobotan tamah Jalan Dukuh Kupang XX/55 yang
telah dihuni dan dirikan rumah Para Penggugat
dengan tuduhan melanggar Pasal 167 KUHP ;

Bahwa panggilan dan tuduhan tersebut menurut
Kepolisian adalah berdasarkan laporan Polisi No.
Pol K/LP/429/XI/993/Serse tertanggal 13 Nopember
1883 seorang yang bernama PUSPA DJUWITA TANUWIDJA-
JA, Warga MNegara Indonssia keturunan China berala-
mat Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten

~

Gresik yang mengaku pemegang hak sewa tanah terse-
but: ;

Bahwa tanah di Jalan Dukuh Kupang XX/55
Surabaya yang didirikan rumah kemudian dihuni oleh
Para Penggugat adalah tanah Hak Sewa Puspa Djuwita
Tanuwidjaja berdasarkan Surat Keputuszsan Hak Sewa
No. 188.45/2024/411.53/82 berlaku selama 2 tahun
terhitung dari tahun 1982 dan berakhir 1985 .
Bahwa tanpa dipertimbangkannya bukti Surat

REPUEUSAN o areie e
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Keputusan Hak Sewa yang telah berakhir masa berla-
kunya pada tahun 1985 tersebut diatas, Kepolisian
telah meneruskan perkara tuduhan Penyerobotan tanah
yang didakwakan kepada Para Penggugat ke Pengadilan
Negeri Surabaya dan ;

Bahwa dengan putusannya tertanggal 22 Sep-
tember 1994 No. 58/Pid.B/1994/PN.Sby Para Penggu-
gat dinyatakan bersalah masuk dengan paksa ke dalam
tanah pekarangan Hak Sewa Puspa Djuwita Tanuwidjaja
dan masing-masing Penggugat dihukum penjara 6
bulan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggu-
gat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggl Jawa
Timur, dan dengan putusannya tertanggal 25 April
1995 No.55/Pid/1395/PT.Sby telah membatalkan putus-
an Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 September
1894 No.58/Pid.B/1594/PN.Sby dan mengadili sendiri;

Bahwa kesalazhan Para Penggugat terhadap
tuduhan/dakwaan penyerobotan tanah Jalan Dukuh

upang ¥X/55 yang dihuni/didirikan Para Penggugat

tidak terbukti secara 'sah dan meyakinkan, membebas-
kan Para Penggugat dari tuduhan dan memulihkan hak
Para Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan
harkat serta martabatnya ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penun-
tut Umum yang bersangkutan mengajukan KXasasi ke
Mahkamah Agung dan dengan putusannya tertanggal 4
Juli 1996 WNo. 1575 K/Pid/1996 permghonan Kasasi

dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak
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dapat diterima ;

BEahwa terhadap putusan Mahkamah Agung
tersebut Jaksa Penuntut Umum telah tidak mengajukan
permohonan Peninjauan Kembali, secara yuridis
putusan yang menyatakan Para FPenggugat menghuni dan
mendirikan rumah diatas tanah di Jalan Dukuh Kupang
XX/55 Surabava tidak bersalah, adalah putusan yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh
karenanya tidaklah bertentangan dengan hukum bila
Para Penggugat tetap bertempat tinggal di Jalan
Dukuh Kupang XX/55 Surabaya tersebut diatas ;

Bahwa Para Benggugat menghuni dan mendirikan
rumah diatas tanah Jalan Dukuh KXupang XX/55 Sura-
baya tersebut tidak saja dituntut secara pidana
sebagaimana tersebut diatas, namun juga digugat
secara perdata untuk mengoscongkan tanah di Jalan
Dukuh Kupang X¥/55 Surabaya selanjutnya menyerah-
kannya kepada Puspita Pjuwita Tanuwidjaja dan ;

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dengan
putusannya tertanggal 4 Oktober 18994 No. 7398/Pdt.
G/1993 /BN .Sby mengabulkan gugatan dan menyatakan
Para Penggugat menghuni an mendirikan rumah
diatas tanah Jalan Dukuh Kupang XX/55 adalah per-
buatan melawan hukum memerintahkan kepada Para
Penggugat untuk mengosongkan tanah Jalan Dukuh
Kupang XX/55 Surabaya selanjutnya menyerahkan
kepada Puspita Djuwita Tanuwidjaja dan ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggu-

gat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa
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Timur, dan dengan putusannya tertanggal 323 BApril
1385 No. 653/PdL/1995/PT.Sby Pengadilan Tinggi Jawa
Timur telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Surabaya tanggal 4 Oktober 1994 No. 79%8/Pdc.G/
1993 /PN.Sby tersebut diatas, dan ;

Bahwa terhadap putusan banding tersebut Para

3i]

Penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Zgung, dan

dengan putusannya tertanggal 19 Maret 1999 No.2148

jo

K/Pdt/1996 menguatkan putusan Pengadilan Tinggi
Jawa Timur tanggal 3 April 1995 Ne. 653/Pdc/ /1995y
BT.8by ;

Bahwa terhadap  putusan Kasasi tersebut
diatas Para Penggugat pada tanggal 7 BApril 2000
telah mengajukan permchonan Peninjauan Kembali
sebagaimana Akte Permchonan Peninjauan Kembali No.
798/Pdt .G/1993/PN.Shy jo No. 653/Pdt/1995/PT.Sby jo
No. 2148 K/PAt/1996 ;

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali Putusan
Mahkamah Agung tersebut terdaftar di Kepaniteraan
Mahkamah Agung dengan Register HNo. 101 K/Pdt/2001
tanggal 14 Pebruari 2001 yang hingga sekarang belum
ada keputusan, menurut hukum status tanah di Jalan
Dukuh Kupang XX/55 Surabaya tersebut diatas adalah
masih berstatus sengketa antara Para Penggugat
dengan Puspita Djuwita Tanuwidjaja ;

Bahwa selanjutnya dengan metivasi sserta
berlatar belakang apa tidak dapat diketahui dengan
pasti bahwa pada tanggal 15 Nopember 2000 Para
Penggugat mendapat panggilan dari Tergugat (in casu

BrRas i
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Dinas Polisi Pamong Praja Pemkot Surabaya) dan di-

A

periksa sebagai Tersangka mendirikan rumah/bangunan
tanpa ijin melanggar Perda No. 7 Tahun 1992, dan
diperintah menghadap sidang di Pengadilan Negeri
Surabaya pada tanggal 23 Nopember 2000 ;

Bahwa dalam persidangan Pengadilan ¥Negeri
Surabaya tidak ada tanya Jjawab yang berkaitan
dengan tuduhan/dakwaan dan kepada Para Penggugat
dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 Perda
Ne. 7 tahun 1992 dihukum dengan hukuman denda
sebesar Rp. 50.500,- dan terhadap putusan tersebut
Para DPenggugat telah membayar denda sebagaimana
tersebut diatas ;

Bzhwa sehubungan dengan hal tersebut, Tergu-

gat mengeluarkan Surat Peringatan I sampal dengan

i

I (terlampir) kepada Para Penggugat yang pada
intinya agar segera membongkar sendiri rumah-rumah
di Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya selambat-
lambatnya 7 hari sejak diterimanya masing-masing
Surat Peringatan tersebut diatas ;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengeluarkan
Surat Pemberitahuan Pembongkaran terhadap rumah
para Penggugat tertanggal 14 Januari 2003 masing-
masing dengan Nomor sebagai berikut
Penggugat I No. §58,12/58/402.4.21/2003 ;
Penggugat I Na. 658 .,12/60/402.4.21/2003 ;
benagugat III No. 658.12/62/402.4.21/2003 ;
Penggugat IV No. 6558.12/59/402.4.21/2003 ;
Penggugat V No. 658.12/55/402.4:21/2003 ;

Penggugat

i
%
1
i
!
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Panggugat VI No. 658.12/63/402.4.21/2003

s
1]

Pengguaa

T
{-!
=
—i
=
o

658.,12/61/402.4.21/2003 ;
Perigguigat VIIT Ne. 658.12/57/402.4.21/2003 ;
yang pada intinya pemberitahuan pembongkaran rumah-
rumah Para Penggugat diatas tanah Jalan Dukuh
Kupang XX/55 Surabaya pada tanggal 1§ Januari
2003, sebagail pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri
Surabaya tertanggal 23 Nopember 2000 No. 594/
pid.Cc/2000 ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabava
tanggal 23 Nopember 2000 yang menghukum Para Peng-
gugat bersalah mendirikan rumah/bangunan diatas
tanah Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya tanpa
memiliki TIjin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah
hikuman membayar denda Rp. 50.500,- (lima puluh
ribu lima ratus rupiah) dan tidak terdapat Diktum
yvang memerintahkan pembongkaran rumah-rumah Para
Penggugat yang berada di Jalan Dukuh Kupang XX/55
Surabaya ;

Bahwa pelanggaran pasal 2 (1) Perda No. 7
Tahun 1992 mendirikan rumah/bangunan tanpa memiliki
Ijin Mendirikan Bangunan [(IMBE) adalah suatu perbua-
tan Pidana, menurut hukum eksekusi keputusannya
bukan dilakukan coleh Dinas Pplisi Pamong Praja
Kota Surabaya, namun oleh Kejaksaan, sedangkan
eksekusi putusan perkara perdata dilakukan oleh

jurusita Pengadilan dengan Surat Penetapan Ketua

Pengadilan yang bersangkutan ;
Bahwa surat pemberitahuan pembongkaran
banguUnan .. e e
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bangunan/rumah diatas tanah Jalan Dukuh Kupang
XX/55 Surabaya vang akan dilaksanakan tanggal 16
Januari 2003 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah
merupakan suatu eksekusi putusan Pengadilan Negeri
Surabaya tertanggal 23 Nopember 2000 No. 594/
Pid.C/2000 yang tidak didukung Surat Penetapan
Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, namun hanya
didasarkan pada Perda No. 3 Tahun 2001 jo BSurat
Keputusan Walikota Nomor : 53 Tahun 2001, menurut
hukum Surat Pemberitahuan Pembongkaran terssbut
adalah suatu kekeliruan penerapan hukum atau suatu
tindakan yang sewenang-wenang ;

Bahwa &gebagaimana dengan jelas dan terbaca
bahwa didalam Perda No. 3 Tahun 2001 maupun dida-
lam Surat Keputusan Waliketa Surabaya No. 53 tahun
2001 wyang dijadikan dasar surat peringatan dan
pemberitahuan pembongkaran rumah-rumah Para Penggu-
gat tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur
Eentang pelaksanaan putusan pengadilan

Bahwa menurut Para Penggugat Peraturan
Daerah No. 3 Tahun 2001 adalah mengatur tentang

Organisasi Dinas Kota Surabaya termasuk didalamnya

Dinas Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam

- Sedangkan Surat Keputusan Walikota Surabaya No.

53 Tahun 2001 adalah mengzstur rincian tugas dan
fungsi Dinas Polisi Pamong Praja ;

- Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa penerbitan

surat ©pemberitahuan pembongkaran rumah Para
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b

Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat adalah
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan vang
dimaksud dalam Peraturan Dasrah Ne. 3 Tahun 2001
maupun Surat Keputusan Walikota Neo. 53 Tahun
2001 ;

Bahwa disamping itu Surat Pemberitahuan

Pembongkaran yang dikeluarkan olsh Tergugat terse-

but diatas, sangat bertentangan desngan Pasal 59

far

avat Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1992, yang mana
menurut ketentuan dalam Pasal 59 ayat 3 Peraturan
Daerah No. 7 tahun 19%2 bahwa yang berwsnang mela-
kukan penysgelan, pembongkaran adalsh Kepala Daerah
(Walikota) , oleh karenanya hingga Tergugat
mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pembongkaran tanpa
Surat Keputusan Xepala Daerah (Walikota) Surabaya
adalah bertentangan dengan ketentuan dalam Peratur-
an Daerah sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa yang sama seperti diatas adalah rumah-
rumah Para Penggugat yang didirikan diatas tanah
Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya adalah didirikan
sejak tahun 1990, jauh sebelum dikeluarkannya
Peraturan Daerah No. 7 tahun 1992, tentang Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga menurut hukum
Paraturan Daerah No. 7 tahun 1992 tersebut tidak
berlaku surut terhadap bangunan rumah-rumah Para
Penggugat diatas tanah Jalan Dukuh Kupang XX/55
Burabaya ;

Bahwa demikian juga Para Penggugat mendiri-

kan rumah diatas tanah Jalan Dukuh HKupang XX/55

Surabaya . Juias ik
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Surabaya tersebut telah diterbitkan penetapan pajak
bumi dan bangunan oleh Pemerintah ;

Bahwa yang sama seperti itu ialah bahwa
tuduhan terhadap Para Penggugat menghuni dan
mendirikan bangunan rumah diatas tanah Jalan Dukuh
Kupang XX/55 Surabaya tersebut diatas sebagai
perbuatan penyercbotan tanah hak sewa Puspa Djuwita

Tanuwidjaja berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi

Jawa Timur tertanggal 25 April 1895, No. 55/pid/

L

ok
L

195 /PT.5by besambung dengan Putusan Mahkamah Agung

gT

srtanggal 4 Juli 1996 No. 1575 K/Pid/1%9%6 tuduhan
tersebut dinyatakan telah tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan dan terhadap Para Penggugat telah
dibebaskan dari segala tuduhan:
- Bahwa demikian Jjuga wmengenai perkara gugatan
Perdata Puspa Djuwita Tanuwidjaja terhadap Para
Penggugat daftar perkara No. 798/Pdt.G/1993/
PN.Sby untuk mengosongkan tansh di Jalan Dukuh
Kupang XX/55 Surabaya dan selanjutnya menyerah-
Il kannya kepada Puspa Djuwita Tanuwidjaja sampai
dengan s=ekarang perkara tersebut masih dalam
proses pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali dan
belum ada keputusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap ;
- Bahwa dari dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agunc
No. 1575 K/Pid/1996 tanggal 4 Juli 1996 serta
belum adanya putusan perkara Peninjauan Hembali

atas gugatan Puspa Djuwita Tanudidijaja tersebut

diakEas; s des
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diatas, maka jelaslah kiranya bahwa Para Penggu-
gat menghuni dan mendirikan rumah diatas tanah
Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabayas adalah tidak
bertentangan dengan hukum ;

Bahwa dari apa yang Para Penggugat kemukakan
diatas, melihat/membaca Surat Pemberitahuan Pem-
bongkaran rumah-rumah Para Penggugat vyang akan
dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2003 yang
dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Januari
2003 menunjukkan bahwa Surat Eemberitahuan Pembong-
Karan rumah tersebut tCidak saja bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan, namun
bertentangan pula dengan hak asasi manusia dalam
peradilan sebagai dimaksud dalam penjelasan umum
butir 5 Undang-undang No. 14 tahun 1970 jo Pasal 33
(4) Undang-undang No. 14 tahun 1970 Yurisprudensi
Mahkamah Agung No. 3290 K/Pdt/ 1391 tentang menga-
dili berdasarkan asas-asas keadilan dan kepatutan ;

Bahwa sebgaimana telah jelas Surat Pembe-
ritahuan Pembongkaran- rumah-rumah Para Penggugat
yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Januari
2003, apabila ternyata dilakukan disamping menim-
bulkan kerugian materiil atas hilangnya rumah-zrumah
Para Penggugat, tetapi juga menimbulkan kerugian
immaterial vakni keresahan, ketidak tenangan/
ketentraman Para Penggugat beserta keluarganya
kemana dan dimana mereka pergi dan bertempat ting-

gal, karena Para Penggugat tidak memiliki tanah dan

[
!
i

Disclaimer

rumah lain kecuali rumah dan tanah yang akan dila-
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kukan pembongkaran tanggal 16 Januari 2003, padahal
substansi masalahnya hanya berkaitan dengan Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB) vang bersifat administra-
tive berlaka ;

r

Bahwa Surat Pemberitahuan Pembangkaran
rumah-rumah para Penggugat di Jalan Dukuh Kupang
XX /55 Surabaya yang akan dilaksanakan pada tanggal

16 Januari 2003 adalah dikeluarkan oleh EPBejabat
Tata Usaha Negara in casu Dinas Polisi Pamong Praija
Kota Surabaya, menurut Undang-undang Peradilan Tata
Usaha Negara Bab I bagian Pertama pasal 1 butir 3
Surat Pemberitahuan Pembongkaran tersebut adalah
merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan :
- Bahwa gugatan terhadap Xeputusan Tata Usaha
Negara yang telah bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
menurut ketentuan Pasal 53 Undang-undang
Peradilan Tata Usaha Negara diajukan kepada
Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karenanya maka
sudahlah wajar dan tepat serta tidak bertentangan
dengan Undang-undang bilz gugatan terhadap Surat
Pemberitahuan Pembongkaran rumah-rumah Para
Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat terse-
but diatas diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha
Negera sebagaimana sekarang ini ;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut, dan
mengingat tindakan Tergugat dalam waktu dekat
yvakni pada tanggal 16 Januari 2003 memaksakan
pembongkaran rumah-rumah para Penggugat, maka

Para .......
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Para Penggugat mchon kepada Pengadilan Tata Uszha
HNegara untuk menerbitkan penetapan penangguhan/
penundaan surat pemberitahuan pembongkaran dari
Tergugat tertanggal 14 Januari 2003 sampai dengan
perkars ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,
maka Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Tata Usaha MNegara Surabsyz berkenan menerima
gugatan dan selanjutnya memanggil kedua belah
pihak dimuka persidangan untuk diperiksa dalam
perkara gugatan ini dan berkenan memutuskan
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat ssluruhnya ;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya No. 138.HM/PEN.TUN/2003/PTUN.SBY
tanggal 15 Januari 2002 tetap dipertahankan ;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pemberita-
huan Pembongkaran Rumah Para Penggugat masing-
masing Surat nomer : 658.12/58/402.4.21/ 2003,

Nomor

o

58.12/60/402.4.21/2003, Nomor
658.12/62/402.4.21/2003/Nomoxr : 658.12/55/402.4.
21/2003/Nomor '+ 658.12/55/402.4.21/2003, Nomor
A58.12/63/402.,4.21/2003, Nomor : 658.12/61/
402.4.21/2003, Nomor: 658.12/57/402.4.21/2003
tertanggal 14 Januari 2003 yang dikeluarkan
Tergugat ;

4, Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut
Surat Pemberitahuan Pembongkaran tertanggal 14
Januari 2003 sebagaimana tersebut pada dikbum 3
diatasz ;

5., Menghukim .o e e .
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Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
vang timbul ;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat
tersebut Terxgugat telah mengajukan eksepsi pada
pokoknya sebagai berikut

Dalam Eksepsi :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil
yang dikemukakan oleh Penggugat kecualil yang secara
tegas diakui kebenarannva oleh Tergugat ;

Bahwa obyelk gugatan dalam perkara ini adalah
surat gugatan tanggal 14 Januari 2003 dengan
Nomor. Surat

a. Nomer : 658.12/55/402.4.21/2003

b. Nomor : 6#58.12/56/402.3.21/2003 ;
c. Nomor : 658.12/57/402.4.21/2003 ;
d. Nomor : 658.12/58/402.4.21/2003 ;

1]
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J12/50/402.4,21/2003 ;
f. Nomor : 658.12/60/402.4.21/2003
g. Nomor : 65B.:12/61/402.4.21/2003

h. Nomor : 658.12/62/402.4.21/2003

IS

i. Nomor : 658.12/63/402.4.21/2003 ;
Tentang Pemberitahuan Pembongkaran EBangunan
dipersil Jalan Dukuh FKupang XX/55 Surabaya
(Bukti T-1} ;

Bahwa Surat Pemberitahuan Pembongkaran
Bangunan dipersil Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya
tanggal 14 Januari 2003, Nomor : AS58.12/55-63/
402.4.21/2003 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha

Negara sesuai dengan pasal 1 angka 3 Undang-Undang
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Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara vyang berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara

{3

dalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan
oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
berisi tindakan hukum Tatz Usaha Negara yang berda-
sarkan peraturan perundang-undangan yanb berlaku,
yang bersifat konkret, individual dan final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata ;
Bahwa obyek gugatan Surat Tergugat tidak
memenuhi salah satu syarat sebagal Keputusan Tata
Usaha Negara karena sesuai penjelasan pasal 1 angka
3 Undang-Undang No. 5 tahun 1586 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara final artinya sudah definitif dan
karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.
Dalam hal ini surat-surat pemberitahuan pembongkar-
an sebagaimana tersebut diatas belum bersifat
final, karena baru merupakan pemberitahuan Jalan
Dukuh Kupang XX/55 Surabaya dan belum ada pembong-
karan terhadap bangunan-bangunan dimaksud sehingga
- belum definitif dan belum menimbulkan akibat hukum

bagi Para Penggugat. Artinya bangunan-bangunan

milik Penggugat masih ada dan tetap utuh tidak ada
perubahan sama sekall ;

Kerugian tidak dirinci :

Bahwa sesuai angka 18 dalil gugatan Penggugat yang
mengeluhkan kerugian tapi ternyata kerugian tidak
dirinci sehingga mohon kepada Majelis Hakim agar
menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan

Penggugat. - .-«
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Penggugat tidak diterima ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas

maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang merga-

perkara ini berkenan memutus yaitu
Menerima eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Surat Tergugat, tanggal 14 Januari

2003, Nomor : 658:12/55-63/402.4.21/2003 bukan

merupakan Keputusan Takta Usaha Negara ;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau
menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan

Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putus-

an, yaitu putusannya tanggal 13 Mei 2003 Nomor :

138/G.TUN/2002/PTUN-SBY yang amarnya berbunyi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menclak gugatan Para Penggugat ;
- Mencabut Penetapan EKetua Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 138 .HM/PEN.
TUN/2003/PTUN.SBY. tanggal 15 Januari 2003 ten-
tang penangguhan/penundaan pelaksanaan Surat
Pemberitahuan Pembongkaran EBangunan dipersil

Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya tanggal 14

Januari 2003 yailtu

fu

Nomor : &£58.12/58/402 4, 21/2003
b. Nomor i &58.12/60/402.3.21/2003 ;
c. Nomor : 658 12/62/402.4.21/2003 ;

s NONSYE e
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Disclaimer

d. Nomor : 658.12,"59,’*402.4‘21:’2903 ;

w

Nomor : &58 .12f55f4{)2,4.21f2003

L}

Nomor 658.12/63/402.4.21/2003
g. Nomor : 658.12/61/402.4.21/2003
h. Nomor - 658.12/57/402.4 .21 /2003

- Menghukum Para Penggugat untuk->membayar biaya
perkara ini sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan
puluh lima ribu rupiah) ;

Putusan mana dzalam tingkat banding atas permohonan

Penggugat-Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadi-

lan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putu-

sannya tanggal ¢ September 2003 Nomor S

B.TUN/2003/PT.TUN.SRY ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberita-

hukan kepada Penggugat -Pembanding pada tanggal 10

Oktober 2002 kemudian terhadapnya oleh Penggugat-

Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober

2003 diajukan permchonan kasasi secara lisan pada

]

rT

anggal 22 Oktober 2003 sebagaimana ternyata dari
akte permohonan kasasi Nomor : 138 Srt.G.Tun/
2002/PTUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya, permchonan mana kemu-
dian disusul dengan memori kasasi yang memuzat
alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Penga-
dilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 4
Nopember 2003 ;
bahwa setelah itu Termchon Kasaei vang pada

tanggal 5 Nopember 2002 telah diberitahukan

Eentang: navanis
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tentang memori kasasi dari Para Pemchon Kasasi/Para
Penggugat/Pembanding akan tetapi Termohon Xasasi/
Tergugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori

!

1,9

1

0

isasi sebagaimana tidak terdapat dalam bundel Bj
Mernimbang, bahwa permchonan kasasi a guo
beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada
pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang
waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Un-
dang-Undang, maka oleh karena itu permchonan kasasi
tersebut formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang
diajukan Pemchon Kasasi dalam memori kasasinya
tersebut pada pokcknya ialah :
1. Bahwa permchonan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi adalak tanggal 22 Oktober 2003,
sehingga ‘permohonan tersebut diajukan masih
sesuai dengan tenggang waktu yang diperbolehkan
menurut ketsntuan Perundang-undangan yang berla-

ku i

48 ]

. Bahwa Judex Factie telah sangat berlebihan mem-
berikan penafsiran yang menjadi dasar pertim-
bangan dalam memutus perkara ini, sehingga telah

menghilangkan penerapan hukum yang benar ;

d
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relah melakukan kesalahan
vang sangat fatal menerapkan aspek hukum antara
pelimpahan wewenang dari Walikota Surabaya
dengan rincian tugas dan fungsi Dinas Pelisi

Pamong Praja, sSebagaimana yang diatur dalam

SHTaE L e
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Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 53 tahun
2001 ;

4. Bahwa dalam Surat Keputusan Walikota Surabaya
No. 53 Tahun 2001 pasal 2 huruf a menyatakan
bahwa Kepala Dinas Polisi Pamong Praja (Termohon
Kasasi, dahulu Tergugat-Terbanding) mempunyai
tugas membantu melaksanakan kewenangan daerah
dalam bidang penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah,
serta melaksanakan tugas pembantuan yvang diberi-
kan oleh pemerintah.

Dengan demikian sudah jelas kiranya bahwa tugas
dan fungsi Dinas Polisi Pamong Praja hanya
sebatas membantu melaksanakan kewenangan daerah
dalam bidang penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum =saja, ssdangkan Kewenangan untuk
mengeluarkan Surat Keputusan untuk memberikan
zanksi berupa perintah/pemberitahuan pembongkar-
an bangunan milik Pemcheon Kasasi (objek perkara)
adalah tetap Kepala Daerah (Walikota) sebagaima-
na dijelaskan dalam Perda No. 7 tahun 1832,

Pasal 59 ayat 3 ;

i
w
)
o
=
(A1}

dengan demikian sangat jelas bahwa baik
Surat Keputusan Walikeota Surabaya No. 53 tahun
2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas
Polisi Pamong Praja maupun Perda No. 3 Tahun
2001 tidak mengatur sama sekali perihal pelimpa-
han wewenang dari Kepala Daerah/Walikota kespada
Kepala Dinas Polisi Pamong Praja (Termchon

Kaaasdl) o= s
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Kasasi) dalam hal mengeluarkan surat perintah

pembongkaran ;

&. Bahwa adanya ketidakcermatan dan kesalazhan Judex
Factie wenerapkan pengertian pelimpahan kewe-

nangan untuk mengeluarkan surat pemberitahuan

pembongkaran aguo, mengakibkatkan putusan Judex

Facti batal demi hukum atau setidak-tidaknya

mohon dibatalkan ;

7. Bahwa selain itu Judex Factie salah menerapkan
ketentuan Pasal 71 ayat 1 Undang-undang No. 22
tahun 1999 tentang Otonomi Dasrah ;

8. Bahwa dalam pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No,
22 tahun 1999 sangat tegas menyebutkan bahwa
paksaan pensgakkan hukum didahului suatu perin-
tah tertulis oleh Penguasa Eksekutif (Kepala
Daerah/Walikota) kepada pelanggar.

Bahwa bunyi pasal tersebut diatas tidak menye-
butkan sama sekali Termochon Kasasi (Kepala Dinas
Polisi Pamong Praja) mempunyai wewenang untuk
mengeluarkan surat perintah tertulis, justru
sebaliknya yang mempunyail wewenang adalah
Kepala Daerah (Walikota); 0leh karena itu sepan-
jang Kepala Daerah/Walikota tidak mengeluarkan
Surat Keputusan atau semacamnya untuk perintah/

pemberitahuan pembongkaran, maka Termohon Kasasi

T

idak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan
Surat Pemberitazhuan Pembongkaran bangunan milik
Para Penggugat sekarang Pemohon Kasasi atau
dengan kata lain bahwa Termohon Kasasi dahulu

TEPGECAIE el
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Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aguo
mengandung cacat yuridis dan melanggar RAsas-asas
Umum Pemerintahan yang baik;

8. Bahwa dengan demiﬁian maka pertimbangan hukum
dari Judex Factie yang salah menerapkan atau
pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (1) Undang-

| undang No. 22 tahun 1999, mengakibatkan putusan

Judex Factie batal demi hukum atau setidak-
tidaknya mohon untuk dibatalkan ;

10. Bahwa disamping itu Judex Factie tidak menerap-

kan hukum pembuktian sebagaimana mestinya,
mengakibatkan hakim Judex Factie salah menyim-
pulkan fakta hukum sebagai dasar pertimbangan

L putusan ;

i Bahwa bukti T.1% tentang Ijin Mendirikan Bangun-

an tertulis atas nama Ny. Puspita Djuwita Tanu-

Rp—

widjaja tanggal 30 Maret 1995, tidak ada hu-

P —

bungan sama sekali dengan persil vang ditempati
oleh Penggugat atau Pemchon Kasasi, karena bukti
tersebut adalah bukti TMB atas tanah yang berlo-
kasi 4i Jalan Dukuh Kupang X/55 Surabaya, bukan
di Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya, yang
ditempati para Penggugat sekarang Pemohon Kasa-
51,

11. Bahwa tidak dilaksanakan hukum pembuktian
sebagaimana disyaratkan dan adanya kesalahan
Judex Factie menyimpulkan fakta yuridis terse-
but, mengakibatkan putusan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha HNegara Surabaya jo Pengadilan Tata

el e
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Usaha Negara Surabaya batal demi hukum atau
setidak-tidaknya mohon dibatalkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung
mempertimbanglkan keberatan-keberatan Kasasi dari

Pemchon sebagai berikut

mengenai keberatan ad. 2 a/fd. ad. 9 :

Bahwa keberatan-keberatan. ini tidak dapat
dibenarkan karena Judex Factie sudah tepat yakni
tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang
pberlaku dengan alasan : bahwa sesuai Peraturan
Daerah No. 3 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Waliko-
ta Surabaya No. 53 Tahun 2001, Termchon Xasasi
Tergugat/Terbanding adalah Pejabat Tata Usaha
Negara yang menerbitkan keputusan aguo. Dan pener-
bitan Surat Perintah Pembongkaran (SBP) sudah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu adanya
peringatan 3 (tiga) kali yang tidak diindahkan oleh
para Pemchon Kasasi/Para Penggugat/Pembanding ;

mengenail keberatan ad. 10 dan ad. 11

Bahwa keberatan-keberatan ini Jjuga tidak
dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil
pembuktian yang bexsifat penghargaan tentang suatu
kenyataan hal wmana tidak dapat dipertimbangkan
dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena
pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan
dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam
pelaksanaan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa vang diper-
timbangkan diatas, lagi pula dari sebabh tidak

ternoyata s a5 -
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ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara

ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang-

Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

1 Para Femohon Kasasl SIRAT dan kawan-kawan harus
ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pexrmochonan

Xasasl dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka

harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang
No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5
Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9

Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain

R AL

yang bersangkutan ;
MENGADIILGI::

Menclzsk permohonan kasasi dari Para Pemchon
Kagsasi ; 1.SIRAT, 2. ABDUL MALIEK, 3. SODIKIN,
4 .EENIMIN, 5. SEGER, 6. SUPARMAN, 7. SUPRIADI, 8.
SEMAN tersebut ;

Menghukum Para Pemchon Kasasi untuk membayar
biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini
yang ditetapkan sebesar Ep. 500.000,- (lima ratus
ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusya-
waratan Mahkamah Agung pada hari : KAMIS, TANGGAL
23 DESEMBER 2004 dengan Ny. Chairani A. Wani, SH.

Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung
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